BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kudus difokuskan pada tiga fokus perubahan sebagai berikut :
a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

1) Tatalaksana

Permasalahan dalam area ini antara lain :

a) Kebijakan akuntansi belum mengakomodir Analisis Standar Belanja (ASB) dan penyusutan asset.

b) Belum diterapkannya e-government dalam penetapan Standar Satuan Harga.

c) Belum adanya kebijakan efisiensi perjalanan dinas.

d) Belum adanya kebijakan efisiensi sarana dan prasarana kerja.

e) Efektifitas pengelolaan anggaran belum optimal.

2) Sumber Daya Manusia
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain: 

a) Kebijakan pembinaan pola karier pegawai belum optimal.
b) Penetapan Standar Kompetensi Jabatan belum optimal.
c) Integritas pegawai belum optimal.
d) Rekruitmen Pegawai belum menggunakan sistem komputerisasi.

e) Kompetensi Pendidikan PNS umumnya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3) Pengawasan
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain: 

a) Fungsi consulting dan katalisator pembangunan belum dilaksanakan oleh APIP.
b) Belum adanya Standar Operasional Prosedur pengawasan.
c) Kuantitas dan Kualitas aparat pengawas masih kurang.

d) Penerapan SPIP belum maksimal.
e) Belum optimalnya penerapan Whistle Blower system.

4) Pola Pikir dan Budaya Kerja

a) Belum diterapkannya budaya kerja.
b) Belum optimalnya keteladanan dan pimpinan.
c) Kurangnya responsive pegawai terhadap pelanggaran.
d) Belum ditetapkannya kebijakan role model dan agen perubahan.
b. Prioritas yang harus terus dipelihara

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:
1) Mempertahankan opini WTP dari BPK pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014 dan 2015.
2) Penunjukan dan tugas fungsi Pengelola Keuangan ditetapkan Keputusan Bupati sesuai dengan prinsip pemisahan fungsi.

3) Inspektorat telah melaksanakan Quality Assurance.

4) Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK.
5) Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan PPID dan  sudah membuka akses informasi secara transparan, terbuka dan luas kepada masyarakat melalui situs www.kuduskab.go.id yang dapat dikses setiap saat.

6) Sebagian SKPD telah melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat.

7) Pemerintah Kabupaten Kudus mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di beberapa SKPD.
8) Pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk LPSE dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
9) Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan kegiatan PMPRB.

10) Semua SKPD/Unit Pelayanan sudah melaksanakan SKM

11) Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyusun Pedoman Penyusunan SPP dan SOP.

12) Cakupan dan efektifitas layanan jaminan kesehatan sudah memadai.

13) Pemda Kudus sudah menyusun Perda Tentang Gender, Wajar 12 Tahun, Rencana Tata Ruang, 

14) Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan prestasi di bidang pelayanan publik.

15) Pemerintah Kabupaten telah memberikan reward kepada Unit Pelayanan bagi Unit Pelayanan yang berhasil memperoleh IKM terbaik.

16) Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Kudus sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Program yang telah dikembangkan antara lain : e-planning (Simrenbangda), e-budgeting (Simda), e-procurement,  Simbada, Simpeg, SIK, SIMASET.

17) Pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan jenis pelayanan perizinan yang ditangani baru 9 jenis perizinan.

18) Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Kudus memperoleh nilai kategori CC;

19) Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan evaluasi LAKIP.

20) Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Pemkab Kudus telah menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional.

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan
Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu :
Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. 
Sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan sesuai Misi Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkenal dengan 4 (empat) pilar pembangunan terfokus pada 4 (empat) Prioritas yaitu:

a. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.

c. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.

d. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick Wins adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi quick wins, dengan pertimbangan : 

a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;

b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kudus;

Adapun jenis pelayanan yang menjadi quick wins adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga pengelola perizinan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan SKPD.
3. Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berikut perubahannya.

4. Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan guna peningkatan kinerja pegawai melalui E-performance adalah pemberian TPP berdasarkan beban kerja, bobot jabatan, prestasi kerja, rentang kendali dan typology SKPD.

d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Bahwa Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) hanya dapat diwujudkan melalui upaya-upaya pendahuluan berupa penegakan integritas sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dalam bentuk program-program pencegahan korupasi yang bersifat konkrit pada setiap SKPD. Kabupaten Kudus merencanakan untuk mengimplementasikan kegiatan ini yang bersifat komprehensif dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Program ini merupakan tindak lanjut dari aksi penerapan Pakta Integritas yang telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Inspektorat sebagai penggerak dan pendorong Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus akan melaksanakan fungsinya sesuai program dan kegiatan secara bertahap dan berkesinambungan. 
Sebagai rintisan pelaksanaan pencanangan Zona Integritas akan diusulkan SKPD Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai   berikut :

1. RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Selain mengelola data dan SDM yang banyak 3 (tiga) SKPD tersebut merupakan kantong kantong pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
e. Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. 
Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Kudus. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi  dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi :
a. Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun

b. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

c. Upaya Kesehatan Masyarakat

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

e. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

f. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru /Rumah Sakit Mata

g. Pembangunan Jalan dan Jembatan

h. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

i. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

j. pembangunan infrastruktur perdesaaan

k. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

m. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
n. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

o. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

p. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

q. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

r. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

s. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

t. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

u. Peningkatan Ketahanan Pangan

v. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

w. Peningkatan Kesejahteraan Petani

x. peningkatan produksi pertanian/perkebunan

y. peningkatan produksi hasil peternakan

z. pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

aa. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

2. Sasaran
Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:
1) Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah
1) Tatalaksana

	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tersusunnya pedoman ketatalaksanaan SKPD
	Presentase Perencanaan anggaran SKPD mengacu pada ASB
	 10%
	30%
	40%
	50%
	60%

	
	SKPD Menyusun SSH dengan Aplikasi SSH
	44
	44
	44
	44
	44

	
	Pemahaman SKPD ttg pedoman penyelenggaraan pelayanan publik
	44
	44
	44
	44
	44

	
	SKPD menerapkan efisiensi perjalanan dinas
	10
	15
	44
	44
	44

	
	SKPD menerapkan efisiensi sarana dan prasarana kerja
	10
	20
	44
	44
	44


2) SDM

	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemkab Kudus
	Prosentase pengadaan CPNS yang transparan dan sesuai kompetensi
	80%
	80%
	80%
	90%
	95%

	
	Prosentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%

	Meningkatnya kinerja pegawai
	Prosentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target
	70%
	75%
	75%
	85%
	85%

	
	Prosentase  kepatuhan pegawai untuk memenuhi :

· Aturan disiplin
	80%

(rata-rata)
	90%

(rata-rata)
	95%

(rata-rata)
	95%

(rata-rata)
	95%

(rata-rata)

	Meningkatnya kesejahteraan pegawai 
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai
	70%
	80%
	95%
	95%
	95%

	Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model
	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan role model
	70%
	70%
	70%
	70%
	70%


3) Pengawasan

	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas
	Jumlah auditor
	23
	23
	25
	25
	30

	
	Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi 
	12
	15
	15
	15
	15

	Meningkatnya penerapan SPIP
	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP
	15
	15
	18
	18
	20

	
	Prosentase  penyimpangan yang ditindaklanjuti tepat waktu
	60 %
	70 %
	75 %
	75 %
	80 %

	
	Prosentase SOP pengawasan yang diterapkan 
	50 %
	60 %
	65 %
	65 %
	70 %


4) Pola Pikir dan Budaya Kerja

	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya Pola Pikir dan Budaya Kerja
	SKPD yang menerapkan budaya kerja
	44
	44
	44
	44
	44

	Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model
	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan role model
	40%
	45%
	50%
	55%
	60%


2) Prioritas yang harus terus dipelihara

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangan berbagai permasalahan birokrasi, Reformasi Birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaharui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik antara lain :
a. Opini WTP dari BPK
	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Diperolehnya Opini WTP dari BPK
	Opini BPK
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP


b. Pemisahan fungsi pengelola keuangan
	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya pengelolaan keuangan
	Pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang tugas dan fungsi pengelola keuangan
	44
	44
	44
	44
	44


c. Terlaksananya Quality Assurance
	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya pengetahuan APIP ttg Quality Assurance
	Pemahaman APIP ttg Quality Assurance
	70 %
	85 %
	85 %
	90 %
	90 %


d. Kewajiban Pimpinan dalam menyerahkan LHKPN
	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN
	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


e. Penerapan akses informasi secara transparan, terbuka dan luas kepada masyarakat melalui internet/situs www.kuduskab.go.id yang dapat diakses setiap saat
	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya perluasan informasi melalui jaringan internet
	Prosentase Informasi melalui situs resmi daerah yang dapat di akses oleh masyarakat
	70%
	75%
	80%
	85%
	85%

	Meningkatnya pengelolaan pengaduan masyarakat
	SKPD melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat
	20
	30
	44
	44
	44


f. Penerapan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Penerapan SPIP
	Prosentase SKPD yang menerapkan SPIP
	3%
	6%
	8%
	8%
	10%


g. Pengembangan teknologi informasi e-government melalui penggunaan program e-procurement serta penyediaan pelayanan melalui unit kerja layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya transparansi dan kualitas Pengadaan Barang/Jasa 
	Tingkat kepatuhan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
	80%
	90%
	95%
	100%
	100%


h. Penerapan teknologi informasi dengan Pengembangan                     e-government.
	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya Efektifitas dan kualitas kerja aparatur 
	SKPD menerapkan dan mengembangkan e-government
	25
	30
	44
	44
	44


i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori CC
	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya nilai akuntablitas kinerja 
	Nilai akuntabilitas kinerja
	B
	BB
	A
	A
	A


j. Quick Wins

	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik PTSP
	Meningkatnya Kelembagaan PTSP 
	70%
	80%
	90%
	90%
	95%

	
	Bertambahnya jumlah perizinan yang ditangani PTSP
	25 %
	50 %
	55 %
	55 %
	60 %

	Meningkatnya Efisiensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan ASB
	Meningkatnya Pengendalian belanja kegiatan
	10%
	10%
	40%
	50%
	60%

	Penyusunan OPD sesuai ketentuan
	Penyusunan Perda dan Perbub OPD sesuai Ketentuan
	30%
	70%
	85%
	90%
	90%

	Meningkatnya Kinerja Aparatur 
	Meningkatnya kesejahteraan pegawai melalui TPP
	55%
	60%
	85%
	85%
	85%


k. Zona Integritas menuju WBK/WBBM
	Sasaran
	Indikator
	Target

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya Unit Layanan/SKPD  yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM
	Jumlah Unit Pelayanan / SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM
	2
	20
	30
	35
	40

	Meningkatnya kualitas  pelayanan pemda
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah
	80 %
	85%
	90%
	95%
	98%


l. Prioritas SKPD
Sasaran maupun target-target diserahkan kapada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.
3. Kegiatan-Kegiatan
a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

1) Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

a) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD.

b) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) dan penyusutan asset.

c) Penyusunan e-government dalam penetapan Standar Satuan Harga.

d) Penyusunan kebijakan kebijakan efisiensi perjalanan dinas.

e) Penyusunan kebijakan efisiensi sarana dan prasarana kerja.

f) Penyusunan kebijakan Efektifitas pengelolaan anggaran.

2) SDM 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

a) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
b) Melakukan Analisis Jabatan

c) Melakukan Analisis Beban Kerja

d) Melakukan evaluasi jabatan

e) Penyusunan kebijakan rekruitmen pegawai dengan system komputerisasi

f) Peningkatan kompetensi pegawai dengan diklat
3) Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

a) Sosialisasi fungsi consulting dan katalisator pembangunan kepada APIP.

b) Penyusunan Standar Operasional prosedur pengawasan.

c) Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas.

d) Penerapan SPIP ke SKPD.
e) Optimalisasi penerapan Whistle Blower System
4) Pola Pikir dan Budaya Kerja
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

a) Sosialisasi Budaya Kerja
b) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja

c) Pembentukan Kelompok Budaya Kerja SKPD
d) Evaluasi tugas dan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
e) Pemberian Punish end Reward yang berimbang 

f) Penyusunan kebijakan role mode dan agen perubahan

b. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Kabupaten Kudus memperoleh Opini WTP dari BPK
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara,  penyusunan laporan keuangan
2) Melakukan Monitoring terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan

3) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan

4) Melakukan pengawasan melekat pada seluruh pelaksanaan kegiatan

5) Melakukan review dokumen perencanaan kegiatan

6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan yang berkelanjutan.
b. Peningkatan pengelola keuangan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan meliputi:

1. Diklat Bendahara Daerah

2. Sosialisasi tertib administrasi keuangan 
3. Review peraturan perundangan daerah mengenai pedoman teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
c. Pelaksanaan Quality Assurance

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah mengadakan peningkatan kualitas APIP terkait Pengendalian Mutu dan pemeriksaan internal pada SKPD.
d. Kewajiban Pimpinan dalam menyerahkan LHKPN
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka kewajiban Pimpinan dalam menyerahkan LHKPN meliputi:

1) Sosialisasi LHKPN

2) Asistensi penyusunan LHKPN

3) Monitoring pelaksanaan LHKPN
4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
e. Penerapan akses informasi secara transparan, terbuka dan luas kepada masyarakat melalui internet/situs www.kuduskab.go.id yang dapat diakses setiap saat
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Penerapan akses informasi secara transparan, terbuka dan luas kepada masyarakat meliputi:

1) Menyusun Aplikasi pengaduan masyarakat 
2) Sosialisasi Aplikasi pengaduan masyarakat

3) Menetapkan petugas pengelola pengaduan Masyarakat
4) Upgrade Informasi Pelayanan publik SKPD pada Portal Web
5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
f. Penerapan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan dan pengembangan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi:

1) Sosialisasi SPIP

2) Implementasi SPIP

3) Monitoring dan evaluasi implementasi SPIP
4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
g. Pengembangan teknologi informasi e-government melalui penggunaan program e-procurement serta penyediaan pelayanan melalui unit kerja layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan Teknologi Informasi melalui penggunaan program e-procurement dan LPSE meliputi:

1) Sosialisasi ketentuan baru terkait pengadaan barang/jasa 
2) Peningkatan kualitas Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

3) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
h. Penerapan akses informasi secara transparan, terbuka dan luas kepada masyarakat melalui internet/situs www.kuduskab.go.id yang dapat diakses setiap saat
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menerapkan akses informasi secara transparan, terbuka dan luas kepada masyarakat melalui internet/situs www.kuduskab.go.id yang dapat diakses setiap saat, yaitu meliputi:

1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk penerapan akses informasi masyarakat melalui situs resmi daerah dan memastikan ketersediaan anggaran dimaksud

2) Pemeliharaan media online/situs www.kuduskab.go.id secara berkala

3) up date informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara rutin pada situs www.kuduskab.go.id
4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana

5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana

6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori CC

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja, meliputi:

1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;

2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;

3) Memperbaiki berbagai berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;

4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;

5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;

6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;

7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;

8) Melakukan evaluasi program aplikasi e-SAKIP;

9) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

10) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP
j. Peningkatan pelayanan di semua jenis pelayanan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan di semua jenis pelayanan, meliputi:

1) Penyusunan pedoman indeks kepuasan masyarakat

2) Evaluasi pelayanan publik.

3) Survey IKM

4) Fasilitasi penyusunan standar pelayanan (SP) dimasing-masing SKPD penyelenggara layanan publik.

5) Penerapan kualitas unit pelayanan yang berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional (ISO)

6) Penguatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kabupaten Kudus
7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
k. Ada kejelasan tugas agar tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menghindari adanya duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meliputi:

1) Melakukan review terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD;
2) Melakukan review terhadap uraian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum;

3) Inventarisasi uraian tugas jabatan fungsional tertentu;
4) Menyusun mekanisme dalam rangka monitoring dan evaluasi tupoksi dan uraian tugas;

5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Quick Wins

1. Penguatan Kelembagaan PTSP sebagai pengelola perizinan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Kegiatan yang akan  dilaksanakan :
1. Pengkajian kelembagaan PTSP
2. Inventarisir pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP

3. Penyusunan Draf Perda SOT PTSP
4. Sosialisasi kelembagaan PTSP
5. Evaluasi kelembagaan PTSP
6. Pengembangan PTSP untuk jenis-jenis pelayanan lain.

2. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Kegiatan yang akan dilaksanakan :
1. Menyiapkan bahan guna penyusunan ASB
2. Menentukan prioritas dalam analisa kegiatan secara bertahap
3. Membentuk tim penyusun ASB 
4. Menyiapkan bahan secara bertahap guna penyusunan ASB
5. Evaluasi Analisis Standar Belanja
3. Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berikut perubahannya. Kegiatan yang akan dilaksanakan :
1. Menyusun Naskah Akademik
2. Menghimpun data dan masukan dari SKPD
3. Melakukan  penilaian SKPD
4. Mengelompokan tupoksi berdasarkan urusan
5. Fasilitasi SKPD dalam penyusunan dan penentuan nomenklatur
6. Menyusun Perda terkait OPD
4. Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan guna peningkatan kinerja pegawai melalui E-performance adalah pemberian TPP berdasarkan beban kerja, bobot jabatan, prestasi kerja, rentang kendali dan typology SKPD. Kegiatan yang akan dilaksanakan :
1. Melakukan analisa terhadap pemberian TPP

2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait

3. Mengidentifikasi dasar pemberian TPP

4. Memetakan punish dan reward dalam pemberian TPP

5. Menyusun regulasi pemberian TPP

6. Evaluasi pelaksanaan peberian TPP

d. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:
1. Menyiapkan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk zona integritas menuju WBK
2. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK
3. Pelaksanaan zona integritas menuju WBK

4. Penyiapan SKPD lain sebagai zona integritas menuju WBK pada periode berikutnya
5. Monitoring dan evaluasi 

6. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
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